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BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 3ダ TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI LANGKAT,

bah ミヽ Peraturan Bupati hngkat Nomor 39 Tahtln
2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegaurai Bagi
Pega、lFai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Langkat sebagairnarla telah diubah
dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pertlbahan Atas Peraturan Bupati
Langkat Nornor 39 Tahun 2017 sudah tidak sesuai
lagi dengan kebutuhan dan kondisi saat ini
schingga perlu digarlti;

bah、va berdasarkan ketentuan dalan■  Pasa1 39
響 at(1)Peraturan Mente五 Dalarrl Nege五 Nomor 13
Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan
Keuangall Daerah, PclneAntah Daerah dapat
memberikan  tarFlbahan  penghasilan  dengan
pertittbang`m  ottektif  dan  memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetuJuan  DPRD  sesuai  clengan  ketentuan
Peraturan Perundang-1」 ndangan yang berlaku;

bah、、ra beFdaSarkan pertimbangan sebagailnana
dilnaksud dengan huruf a dall huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Bagi Pega5″ 銀 Negen Sipil di
Lingkungan Peme五 ntah Kabupaten Langkat;

Undang― Undarlg Nomor   7  drt Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
Kabupaten dalan■ Lingkungan Propinsi Sumatera
Uttra (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1956 Nomor 58);

Undang― Undang No...or 5 Tahun 2014 tcntang
Aparatur Sipil Negara(Lernbaran Negara RcPublik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembttan  Negara Republik  lndonesia  Nomor

b.

C,

2.
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5494);

Undttg― Undallg NoFnOr 23 Tahun 2014 tentang
PeFrle墨ntahall Daerah(Lellllbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)
sebagailrrlana telah diubah beberapa kali terahir
delllgan Undang―Undang Norrlor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang― Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcrrlerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndOnesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 1982
tentang Perrlindahan lbukota Kabupaten Dati II
Langkat dari Wilaり ah Ko々 a Dati II Bil可 ai ke KOta
Stabat di Wilttah Kabupaten Dati II Langkat
(Lcmbaran Negara Republik lndorlesia Tahun 1982
Nornor 9);

Peraturan Peme五ntah Nomor 10 Tahun 1986
Tentang Perubahan Batas Wilttah Kodya Dati II
Bilttai,Kabupaten Dati II Langkat,dan Kabupaten
Dati II Deli Serdar.g(Lerrlbaran Negra Republik
lndonesia Tahun 1986 Nomor ll, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3322);

Peraturan Pelnerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinctta lnstansi

Pemerintah(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2006 Nolrlor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tal■ un 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil(Lembaran
Negara Repllblik lrldonesia Tahun 2014 NomoF 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nornor 5135);

Peraturan Pemerinね h Nomor ll Tahun 2017
tentang Mal■ ttemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang  Pembinaan  dan  Penga、 vasan  atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2017}:

Peraturan Peme五ntah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lcmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan LembararI Negara Republik lndonesia
Nomor 6322);

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10。
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Peraturan lⅥ enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaiinana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalを 通n Negeri

Nomor 21 Tahun 201l Tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Nege五  Nomor 13
Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
lndonesia Tahun 201l Nomor 310);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perrlberian Cuti Pegawai Nege五 Sipil;

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahtln 2007 tentang
Pokok―Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
Kabupaten Langkat (Be五 ta Daerah Kabupaten
Langkat Nomor 05 Tahun 2007);

PerattLran Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang
Pembentukan  PeFangkat  Daerah  Kabupaten
Langkat(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Nomor 01 Tahun 2016, Tambahan Lembaran
Daer〔惑l Kabupaten Lanttat Nomor 29);

Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2008
tental■ g  Sisten■   dan  Prosedur  Pengelolaan
Keuangan Daerah, Berita Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2008 Nomor 72 sebagairnana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 40 Tahun 2015 terltang Perubahan
Kedua Atas Peratllran Bupati Nomor 72 Tahun
2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2015 Nomor 40)。

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 201l tentang
Besaran dan Tata Cara Pemberian lnsentif
Pernungutanきへ 漱 Daerah dan Retribusi Daerah
di Kabupaten Langkat(Berita Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 201l Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Pemberian Tuttangan Khusus kepada Pega、 vai
Dinas Penanaman Modal dan Pelttanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2018 No...or 31);

12.

13.

14.

15.

16.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan    I  PERATURAN   BUPATI   TENTANG   TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LANGKAT

BAB I
KETENTUAN UNIIUM
Pasal l

Dalarrl Peraturarl Bupatiini yang dilnaksud dengant

l. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Peme五 ntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan  daerah  yang  menlimpin  pelaksanaan  urusan
peme五ntahan yang lnenJadi kewenangarl daerah OtOnOlrn.

′⌒`      3. Bupati adalah Bupati mngkat.

4.  Anggaran Pendapaねn dan Belatta Daerah yang selanJutnya disingkat
APBD adalah Anttaran Pendapatan dan Belatta Daerah Kabupaten
Langkat.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Peraerintah
Kabupaten Langkat.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggr pada
Pemerintah Kabupaten Langkat.

8. Jabatan Administrasi adalah adaiah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

9. Jabatan Fungsional tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional ya■ g
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

10.Tambahan Penghasilan Pega、 val yang selを通彎utnya disingkat TPP adalah
penghasilan yang dibe五kan kepada PNS dalarn rangka meningkatkan
kinetta, InOti"asi, disiplin dan kesaahteraan aparatur sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah.

11.Sasaran Ketta Pega、 yai yang selanJ■ ltllya disingkat SKP adalそ逆■rencana
ketta dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

12. Kegiatan Tugas」 abatan adalah tugas pekettaan yangヽ ～
rを可ib dilakukan

dalam rangka pelaksanaan fungslJabatan,
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13. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas― tugas yang ada
hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dall tidak ada

ddaln SKP yallg ditetapkan.

14.Produktivitas adalah tugas lain atau tugas― tugas yang tidak ada
hubungannya dengan tugasjabataFl yang bersangkutan.

15,Capttan  kinetta  adalah  keluaran  (Otttttt4/haSil (0税 tCO競o  dari
pelaksanaan tugas pokok dan furlgsi yang tercantum dalam sasaral■

ketta pegawai.

16. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai
pada jarn masuk dan jalll pulang beketta batk Secara lrlanual rrlaupun

elektronik yang lneliputi lnesin absensi elektronik atau aplikasi absensi

mobile.

17. Petugas Presensi adalah pega、 vai yang dibe五  tugas untllk merekap
kehadiran pega、 vai secara elektronik atau rnanual.

18。  Cuti adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk ketta yang diizinkan
dalamjangka waktu tertentu.

19.Cuti Sakit adalah kondisi Pega、Lrai yang tidak masuk ketta karena

alasan keschatan.

20. Izin adalah kondisi Pega、vai yang tidak masuk ketta karena alasan

keperluan p五badi atau keluarga berdasarkan persetu」 ■lan atasan
langsung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang―
undangan yang berlaku.

21. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk kerja
tanpa memberikan alasan yang sah.

22. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggunjar,r,abkan yang
disampaikan secara tertuiis dalam bentuk surat permohonan serta
disetujui oleh atasan langsung.

23. Terlambat Masuk BekerJa adalah Pegawal yang menglsi daftar hadir
yang]melebihi ketentuan lrnasuk beketta yang telah diteね pkan dengan
peFaturan yang berlaku.

24. Pulang Cepat adalah Pegaurai yang mengisi daftar hadir sebelum
ketentuan jagl pulang beketta yang tclah ditetapkan dengan peraturan
yang berlaku.

25. Laporan Kinetta Pegawai adalah laporan kegiatar.yang dilakukan oleh

setiap pega、 vai yang dibuat setiap bulan yang digunakan sebagai salah

satu dasar pembttaran TPP.

26.Insentif Pcコ筵ungutan Pttak dall R〕 t五busi yang selattutrva disebut
lnsentif adalah  tambahan  penghasilan yarlg dibe五 kan  sebagai
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penghargaan atts kinetta tertentu dalam melaksarlakan pernungutan

Pttak dan Retribusi.

27. Tuttangan khusus adalah tarnしahan perlghasilan yang diberikan
kepada Pega、vai ASN yang ditempatkan pada Dinas Penanalnan Modal
dan Pclayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan pertimbangan ottektif
lainnya.

28,Paabat Pengelola Kepega、 vaian adalah p● abat struktural atau paabat
fugsional yang tugas pokok dan fungsi jabatannya melaksanakan
pengelolaan adnunistrasi kepega、 vaian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasa1 2

(1) Pembe五an TPP dimaksudkan untuk mettanlin kesaahteraarI Pega、 vai
atas apresiasi terhadap kinetta dan diSiplin yang tin8雲 i dan penuh rasa
tanggung jalvab telah mengabdikan di五  terhadap pemeAntah daerah
dan masyarakat.

(2) Pemberian TPP bertu」 uan:
a.  ⅣIeningkatkan kualitas pelayanan kepada rnasyarakat;
b.  Meningkatkan disiplin PNS dan Calon PNS;
c. Meningkatkan kiner」 a PNS dan Calon PNS;
d. Meningkatkan keadilan dan kesaahteraan PNS dan Calon PNS;
e. Meningkatkan integritas PNS dan Calon PNS.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP
Pasa1 3

(1) TPP dibe五 kan kepada PNS dan CPNS.

(2) TPP sebagailnana dilnaksud pada ttat(1)diberikan secara bulanan
selama 12(dua belas)bulan dalan■ 1(satu)Tahun Anggaran.

(3) TPP hanya dibeHkan kepada PNS dan CPNS yarlg beketta dilingkungall
Peme五ntah Daerah yang namanya tercanturn dalam daftar gali bulaFl
Desember Tahun lalu dan/atau telah bertugas sekurarlg― kurangnya 3

(tiga)bul〔逮■pada Peme五ntah Daerah.

(4) Pemberian TPP sebagailnana dirrlaksud pada ttat(1)berdaSarkan:
a.  LapOrtt Kinetta;
b. Kehadiran PNS

Pasa1 4

PNS atau CPNS yang tidak berhak lnenerilna TPP adalah:

a,  Pcga■vai yang scdang mcngambil masa pcI｀ siapan pensilln dan
dibebaskan darijabatan PNS;

b. Pegabrai yang diberhentikan sementara;
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c. Berstatus tersangka dan ditahan;
d.  Berstatus terdaba dan ditahan;
e. Cuti diluar tallggungan negara;
f,  Cuti besar,kecuali untuk kepentingan agama yaitu menunaikan ibadah
htti;

g. Tidak rnasuk ketta tanpa keterangan yang sah selama 5(lima)hari atau
lebih dalam l(satu)bulan;
h.  Tenaga Fungsional Guru, Penga、vas Sekolah yang telah mendapat
tuttangal■ profesi dad sumber dana APBN;

io  PNS yang ditugaskan pada instansi diluar lingkungan intansiinduk.

BAB IV
BESARAN,INDIKATOR DAN PEMOTONGAN TPP

Bagian Kesatll

Besaran TPP

Pasa1 5

(1)BeSaran pembe五 an TPP bagi PegaⅥ rai Nege五  Sipil sebagaimana
tercantunl dalam lampiran I Peraturalt Bupatiini.

(2) TPP PNS yang menduduki 」abatan Fungsional Tertentu dan atau
Fungsional Umum septtang tidak diatur dalam LaIInpiran Peraturan
Bupatiini dipersamalcan denga■ staf(■ on eselon)

(3) Besaran pemberian TPP untuk Calon PegavFai Negen Sipll yaitu 80%
(delapan puluh perseFatuS)dari besaran TPP yang diterirna.

(4) Pegaヽ～
rai Negeri Sipil yang ditun」 uk sebagtt pelaksana tugas diberikan

TPP sebesarjun■lah TPP yang ditedma pttabat struktural deiniti■

(5) TPP yang diberikan tidak dibenarkan untuk tambahan penghasilan
ganda atau double payment.

(6) Ketentuan sebagairnana dirnaksud pada ayat(5)dikeCualikan dari
lnsentif Pemungutarl Pttak dan Ret三busi Daerah dan Tuttangan
Khusus untuk Penyelenggaraan Pel等anan Terpadu Satu Pintu.

(7) Ketentuan Tata Cara Pemberian lnsentif Pemungutan dan Tuttangan
Khusus sebagailnana dimaksud pada ttat(6)diatur dalaFrI Peraturan
Bupati tersendむ i.

Pasal 6

Komponen besaran pemberian TPP terdiri dari :

a. Kehadiran sebesar 6OYa (enam puluh perseratus);

b. Laporan kineq'a sebesar 4oo/o (empat puluh perseratus).
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Bagian Kedua
lndikator Pembe五 an TPP

Pasa1 7

(1) TPP dibe五 kan berdasarkan kehadiran dan laporan kinetta dalam satu
bulan.

(2) Kchadirarl sebagairnana diinaksud pada ayat (1), didaSarkan atas
tingkat kehadiran pega、vai dalam melaksanakan tugas setiap hari,
berdasarkan daftar hadir elektronik yang dihitung secara kumulatif
dalarn satu bulan,

(3) Laporan kinetta sebagaiFrlana dilnaksud pada ttat(1),didasarkan atas
laporan kinetta pegabrai dalan■ satu bulan secara elektronik.

(4) LapOran kinetta pegawai sebagairnana dilnaksud pada ayat(3), dibuat
berdasarkan format sebagailrlana tercantum dalam larnpiran  H
Peraturan Bupatiini。

Bagian Ketiga

Pemotongan TPP
Pasa1 8

(1) PemOtOngan TPP dibe五 kan kepada:
a. Pega、vai yang tidak rrlembuat laporan kinetta;

b.  Pega、vai yang tidak inasuk beketta:

c.  Pega、vai yang terlambat inasuk beketta dan tidak lnenggantiヽⅣaktu
keterlambatan;

d.  Pega、vai yang pulang cepat;

e. Pegawai yang tidak rrlengisi Daftar Hadir;

i  Pegattrai yang cuti sakit;
g.  Pega、vai yang cuti rnelahirkan;
h.  Pegattrai yang cuti karena alasan penting;

i.  Pegaurai tugas bel〔穏ar;
j`  Pegaurai yang tidak rnengikuti apel gabungan pada hari Senin,dan
upactta hari besar nasiona1/tertentu.

(2) PemotOngan TPP sebagailnana dimaksud pada ttat(1), berdasarkan
komponen TPP.

(3) PemotOngan TPP sebagaiinana dirnaksud pada ayat(1), dinyatakan
dalam%(perSeratu→ .

(4) PemotOngan TPP sebagallnana dirnaksLLd pada ayat(1),dihitung secara
kumulatif dalam l (satu)bulan dan paling banyak sebesar 100%

(Seratus perseratus).

Pasa1 9

(1) Pega、val yang tidak rrlembuat laporぉ ■klnetta sebattimana dilnaksud

dalam Pasa1 8響at(1)huruf a,dikenakan pemotongan TPP sebesar 40
°/o(empat puluh perseratus)
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Pega跳″ai yang tittak lTLasuk beketta sebagairnana diFnakSud dalalyI Pasal

3奪at(1)huttf b感豊kel■akan pcIIlotongan TPP sebagai borikut i
a.  Tidak masuk beker」 a ね雄pa kettrangatt yang sah dikenakan
pettotongan sebesar 5シ 6(lirna perserattls)untuk tiap l(Satu)hari

tidak masuk beketta dari besttan TPP selalTta l(satu}b■ llan,
maksimal akurrtulasi sebaltyak 4(empat)hari ketta;dall

b,  ′菫dak masuk beketta demgan ttte主糧 gan yang sah dikenakan
pemotongarL SebeSar 2ツ 6(dlla perseratus)llttttlk tiap l(Satu)hari

tidak inasuk beketta dari besaran TPP selama l(Satlll bulan;

PegattFai yang te141ambat ttasuk beketta dan tidak menttanti ミ駐ktu
keterlambatan sebagairrlana dilnaksud dalarn Pasa1 8等 at(1}huruf C,
dikenakan pelllotongan TPP dari korxlponen kehadirarl sel〔聾na l(satu)
bulatt sebagailnana tercantun■ dalarn Lampiran III Peraturan ttupati ini.

Pegattral yang pulans cepat sebagailnana dllnaksud dttattI Pasa1 8琴 at

(1)huruf d, dikenakan Pemotongan TPP da五  lcomponen tthadiran
selama l(satu)bultt Sebagβ imana terctttutt d轟 鐵 hmpiran iV
Peraturan Bupatiini.

Pegattrai yang tidttk菫鍛engisi dattar hadir sebagailnana diFnakS■ ld dttam
Pasa1 8琴at(1)huruf e,clikenakan Pemotottgan TPP ttebagai berikut i
a.  Tidak rrlenttsi dtt hadir pada waktu rrlasuk ketta, dikenakan
pemotongan TPP dari komponen kehadiralll sel― a l(stttu)bula逸
sebagaiinana tercantum dal〔理建 撫 piralt III Peraturan Bupati ini;

dan

b.  Tidak lnengisi daftar hadir pada u´ akttl pulang ketta, dikenakan
pemotongan TPP dtti kornponen kehadiran selarna l〔 satLL)bulan
seba3alttana tercalltturn dalanl Lampiran IV Peraturan ttupati ini.

Pegawal yang cuti sakit sebagaillnal■ a dirrlaksud dttatt Pasa1 8 ayat(1)

huruf鳥 餞dak ttittnakatt pernotongan TPP untuk palil■ g latta S(lima)
ha麗 ketta dan Llntuk hari bettkutta hanya dibe五kan TPP dari
ko盤ponen kehadiran.

Pegawal yang melallsanakan cuti lmelε ttlirkan sebagairnana dilnaksttd

dal〔覆n Pasa1 8 響 at(1)huruf g hanya diberikan TPP da壼 ko難ponen
kehadittt sebesaF 60 94(enanl putth perseratus).

Pega、、rai yang 7klettalani cuti alasan pentil■g scbagailnana dilnaksu遠

dttam Pasa1 8勢 rat(1)huruf h,untuk w慶くtu paling latta 5(1:ma)hari
ketta tidak dilaktlkan pe懸 otongatt TPP dan untuk hai beriku亀 ■ya
l■anya diberikan TPP dari komponen l./ehadiran.

PeSa■Va: yang mclalisanakan tusas bCkttar scbaga:Inana dilnttkttud

ctalam Pasa1 8 響 at(1)hllruf i, hanya diberikan TPP dari komponcn
k:IIctta scttesar 40ツも(elmpat puluh pcrseratus):

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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(10) Pegawal yang tidak rnengikuti apel gabungan pada ha五 Senin,upacara
ha五 kemdばan t■asional, dan upacara hari besar nasiona1/teltentll
sebagairrlana dimaksud dalam Pasa1 8 ayat(1)huruf j, dilakukan
pemotongan TPP sebesar 2,5 % (dua kOma lilrrla perseratus)dari
komponen kehadiran selama l(Satu)bulan.

Pasal 10

(1) Pegawai  yang  lnelaksanakan  tugas  khustls  seperti  melakukan
pettalanan dinas dalιttn daerah maupun lllar daerah, mengikuti
sosialisasi, diklat kedinasan tetap dianggap hadir 、valaupun tidak
mengisi dattar hadir elektronik, dengan ketentuan untuk memenuhi
komponen Laporal■ Kinetta Pegawai harus dibuktikan dengan surat
pe五ntah tugas dan urajib inembuat laporan hasil penugasan、

(2) Surat perintah tugas dan laporan hasil penugasan sebagairrlana
diinaksud pada ayat(1)diSerahkan kepada atasan langsung paling lama
3(tiga)hari Setelah selesai melaksanakan tugas kedinasan.

BAB V
PEMBAYARAN TPP
Pasal ll

(1) BeSarnya TPP yang diteriina setiap l(Satu)bulan adalah total besaran
TPP dikurangi pemotongan TPP sebagailnana dirnaksud dalarn Pasa1 8.

TPP yang dite五 ma sebagairnana dirnaksud pada ayat(1)dibayarkan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundalllg― Undangan.

Setiap pembayaral■  TPP harus mencantumkan Nomor Pokok Walib
Pttak(NPWP).

Pasal 12

(1) TPP dianttarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belatta Dacrah.

(2) TPP dibayarkan paling iambat tanggal 10(sepuluh)bulan berikutnya.

Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (U berdasarkan
rekapitulasi kehadiran dan laporan kineq'a.

Daiam hal tidak adanya ketersediaan anggaran pada buian yang
bersangkutan, maka pembayaran TPP dilakukan secara rapel.

Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada buian
berkenaan.

(2)

(3)

(3)

(4)

(5)
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Pasal 13

Bagi pegawal yang melaksanakan tugas kedinasan/dinaS luar, mengikuti
Diklat Pettel可 angan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional atau Diklat Dala]m
Jabatan dal■ Cuti Tahtlnan diberikan TPP`

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 14

TPP diba57ar Sebanyak 12(duabelas)kali setiap tahun.

Perlnintaan pembayararl uang TPP di〔 もukan pada bulan berikutinya
paling lambat pada setiap tanggal sepuluh, kecuall untuk bulan
Desember dapat di【埼ukan pada bulan bettalan.

Tata cara pernlintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut:

a. Pqabat penanggun」 awab rnengttukan sPP― LS rrlelalui Bendahara
Pengeluaran darl rnasing― rlllasing Peral■ gkat Daerah.

b.  SPP― LS dilampiri dengan:

1. Surat Pe...yataan Tanggung 」a、vab ⅣIutiak, dibuat dengan
format sebagaiinana tercanturn dalarn Lampiran V Peraturan
Bupatiini.
2.  Daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan Paabat
Penanggunttalvab  dibuat  dengan  format  scbagaiinana
tercanturn dalam Lampiran VI Peraturan Bupatiirli;

3. Daftar Rckapitulasi Kchadiran Ketta, dibuat dengan fOrmat
sebagairnana tercantum dalarn Lampiran VH Peraturan Bupati
lnl;

4, Daftar Rekapitulasi Laporan Kinetta, dibuat dengan format
sebagaiinana tercantum dalarn lmpiran VIII Peraturan Bupati
lnl;

Daftar perhitungan uang TPP untuk Pttabat Eselon II pada Sekreta五 at
Daerah disahkan olch Sekretans Daerah,sedangkan Daftar perhitungan
uang TPP untuk Perangkat Daerah lainnya disahkan Oleh Kepala
Perangkat Daerah,

BAB VII
PERHITUNGAN TPP
Pasal 15

Perhitungan 」unllah TPP yang dite五 ma olch PNS dan Ca10n PNS adalah
sebagai berikut:

Kehadiranx(60%xBesaranTpp) | + lLaporan Kinerja x (40% x Besaran
TPP)

１

　

　

２

(3)

(4)

Keterangan :
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Kehadiran seもagailnana dilnaksud pada ttat(1)adalah persentase
kehadiran sel〔覆na l (satu)bulan yang telah divalidasi oleh atasan
langsung.

Laporan Kinetta Sebttailnana dirnaksud pada ayat(1)adalah hasil
capaian ketta ataS pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang telah

divalidasi oleh aね san langsung。

BAB VIII

HARI.」AM KERJA DAN PENCATATAN KEHADIRAN
Bagian Kesatu
Hari dan」 anl Ketta
Pasal 16

Ketentuan waktu ketta sebagai berikut:

a` Hari Senin sa】 mpai dengan Hari Kamis waktu ketta dilnuld dari
Puku1 08.00 sampai dengan Pukul 16.00。  Waktu lstirahat Pukul
12.00 sampai dengan Pukul 12.30.

b.  Hari」 un■ 'atミゝ ktu ketta dirnulai dad Puku1 08.00 sampai dengan
Pukul 16.00.Waktu lstirahat Pukul 12.3Cl sarnpai dengan pukul
13.00.

Ketentuan  waktu  ketta  sebagaimana  dirnaksud  pada  ttat (1)
dikecualikan pada saat bulan suci ramadhan,yang penetapan、 vaktunya
disesuaikan dengan l∝)tentuan peraturan perundang― undangan,

Ketentuan waktu ketta dan Waktu pengisian daftar hadiF elektronik
untuk Perangkat Daerah pelttanal■ publik yang lfrlenerapkan shift atau
penugasan ketta khusus diatur lebih lattut 01eh Kepala Perangkat
Daerah,dengan ketentuan jurnlah jam ketta tidak boleh kurang dari 37

←iga puluh tttuh)jarr1 30(tiga puluh)menit dalam serninggu.

Bagian Kedua
Pencatatan Kehadiran

Pasal 17

(1) Pegawai wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan
mengisi daftar hadir elektronik dan/atau perangkat lain yang handal
dan akuntabel.

Pengisian daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada waktu masuk kerl'a dan pada waktu
pulang kerja, yaitu :

a, Pada pagi hari mulai Pukul 07.00 WiB
b. Pada sore hari muiai Pukul 16.00 WIB

Pencatatan atau pengisian daftar hadir secara rnanual dilakukan
apabila :

a. Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik
mengalami kerusakan atau tidak berfungsi.

b. Terjadi bencana alam dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan
kehadiran tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

１
■

(2)

(3)

(2)

(3)
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c.  PegaⅧrai beltlna terdaftar dalam sistern pencatatan kehadiran secara

elektronik.

PCn」Sian drtar hadir dilakukan secara manual l.‐ arena perangkat dan
sistem pencatatan kchadiran secara elektronik mengal〔 述ni kerusakan
atau tidak berfungsi sebagaimana dilnaksud pada ttat(3)huruf a dan
b, maka Kbpala Perangkat Daerah membuat berita acara kerusakan
rnesin dafta・ hadir elektronik dan melarnpirkan daftar hadir pega、 vai
secara tertutts.

Bagi unit ketta yang belum mempunyai peralllgkat daftar hadir
elektronik maka pengisian daftar hadir dilakukan IIlenggunakan
aplikasi absensi mobile atau secara manual dan diberikan、 vaktu paling
lama 2 (dua) tahun untuk mengadakan perangkat daftar hadir
elektronik.

(6i Untuk wilayah unit kerja yang tidak dijangkau oleh jaringan internet
maka pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual.

Pasal 18

Tidak mastlk beketta dengan keterangan yang sah dibukdkan dengan
surat permohonan izin kepada Kepala Perangkat Daerah yang disetu」 ui
atasan langsungnya,

Bagi Kepala perangkat Daerah, yang tidak masuk beketta dengan
keterangan yang sah dibukdkan dengan surat permohottan izin tidak
masuk ketta yang ditlttukan kepada Bupati c.qo Sekretaris Daerah,

Forlnat izin sebagaiinana dirnaksud pada ttat (1) dan ttat (2)
sebagairrlana tercantun■ dalanl Lampiran IX Peraturan Bupatiini.

Pasa1 19

lzin pulang cepat atau izin tidak inasuk beketta dengan keterangan yang
sah untuk keperluan atau berhalangan yang bersifat rrlendadak dan
tidak  terduga  dapat  dilakukan  dengan  pembe五 tahuan  lisan,
menttμnakan surat,teknologi informasi Short Message Service(Sms)
atau stteniSnya。

Bagi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Bupati, pemberitahuan
sebagairnana dinlaksud pada a3/at(1)diSampaikan kepada pegattrai di
lingkungan kettanya dan pega、 vai pene五 ma pembeitahuan selattutta
menyarnpttkan pemberitahuan diFnaksud kepada Paabat pengelola
Kepegawaian.

Pttabat   Pengelola   Kepega、 raian   rrlenuangkan   pemberitahuan
sebagailnana dilnaksud pada ttat(1)dan ttat(2)dalam BCrita Acara
Penerilnaan Pemberitahuan lzin.

(4) Format Berita Acara Penerimaan Pemberitahuan Izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tereantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati
ini.

(5)

，

】

(3)

１
■

(2)

(3)



１
■

p)

(2)

_14‐

Pasa1 20
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pegawa虚  yang diSus■ l■ olCh perangkat dacrah untuk kepenttngan
pembinaan kepegawalan.

BAB IX
PENGELOLA DATA
Pasa1 21

Pengelola Data Kehadiran pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh
satuan unit ketta yang menangani urusan kepega■vaian di masing―
masing Perangkat Daerah.

Pengelola Data TPP pada Perangkat]Daerah dilaksanakan oleh satuan
unit ketta yang menangani urtlsan keuangan di masing― masing
Perangkat Daerah.

(3) Pengelola Data Kehadiran pada Perangkat Daerah mempunyai tugas :

a. Menghimpun dan mengarsipkan seiuruh jenis surat izin, surat
hukuman disiplin, dan surat perintah tugas lainnya sebagai bahan
perhitungan capaian aspek kehadiran;

b. Menyusun rekapitulasi kehadiran Pegawai dari hasil input mesin
daftar hadir eiektronik sehingga diperoleh data jumlah pencapaian
aspek kehadiran:

c. Mengkonfirmasi Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir karena
alasan kedinasan.

(4) Pengelola Data TPP mempunyai tugas :

a. Menyusun rekapitulasi perhitungan akhir capaian aspek kehadiran
dan laporan kinerja bulanan pegawai tingkat Perangkat Daerah
untuk disahkan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini ;

b. MengE'ukan SPM TPP ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah; dan

c. Membayarkan TPP kepada pegawai.

BAB X
PELAPORAN KINERJA

Pasal 22

Setiap PNS dan CFNS wajib membuat laporan kine4'a pegawai setiap
bulan melalui aplikasi e-kinerja.

Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus
areallokasi yang tidak terjangkau jaringan internet danlatau PNS yng
dalam masa penugasan di luar instansi pemerintah daerah dibuat
secara manual dengan format sesuai Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pelaporan kinerja pegawai dalam sistem e-kinerja dilakukan oleh :

(2)

(3)
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a. Pttabat Pimpinan Tinggi Pratama
b. Paabat Administrator
c.  Paabat Penga、、ras

d,  Pelaksana/Paabat Fungsional Umum
e.  Paabat Fungsional Tertentll

Pasa1 23

(1)LapOran kinetta pega、 vai sebagaimttla dimaksud dalam Pasa1 22,
divalidasi oleh atas鍼 11額lgsung,paling lama 5(limal hari ketta terhitung
setelah bulan tersebut berakhir.

(2) Jika atasan langsung tidak dapat rnelakukan validasi dengan alasan
tertentu,maka penilaian disampaikan kepada atasan langsung pttabat
penilai atau Kepala Perangkat Daerah.

(3) Laporan kinetta pegawai sebagallnana dimaksud pada ttat(1)mettadi
salah satu komponen untuk pembayaran TPP.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasa1 24

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pembe五 an TPP kepada PNS
dan CPNS dilaksanakan:
a.  pengawasan dan pengendalian melekati dan
b.  penga、 vasan dan pengendalian fungsional.

(2) PengaWasan dan pengendalian melekat sebagairnana dilnaksud pada
ayat(1)huruf a dilakukan oleh masing― rrlasing Kepala Perangkat
Daerah dan atasan langsung secara bettettang`

(3) PengaWasan dan pengendalian fungsional sebagairnarla dirnaksud pada
等 at(1)huruf b dilaksanakan sesuai ketelntuan peraturan perundarlg―
undangan.

Pasa1 25

(1)Kepala Perangkat Daerah dan atasan larlgsung secara bettettang wttib
melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan
setiap bulan kepada inasillg― masing PNS daFL CPNS.

(2) Kepala Perangkat Daerah dan atasal■ langsung sebagainlana dilnaksud
pada ttat (1) bertanggungiawab terhadap kebenaran rekapitulasi
kehadiran/ketidakhadiran terlnasuk jika ada pertlbahan rekapitulasi
kehadiran/ketidakhadiran dan kebenaran rekapitulasi kinetta.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI
Pasa1 26

(1) Dalarn rangka lnelaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembe五an TPP pada Perangkat Daerah dibentuk Tiin MOnitoring dan
Evaluasi ctengan Keputusarl Bupati.
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(2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagailnana dilnaksud pada

等 at(1}terdtt dari:

a. Badan E降要 gawaian Daerah;
b.  Inspektottt;
c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
d.  Dinas Kornunikasi dan lnfortnatika;
e. Battan Orgatisasi SekFetariat Daerah Kabupaten Langkat;dan
f,  Bagian Hukurn Sckretariat Daerah Kabupaten Langkat.

BAB XHI
HONORARIUM KEGIATAN

Pasa1 27

Dengan  diberlakukannya  Peraturan  Bupati  ini  maka  seluruh
honorarium kegiatan pada Perangkat Daerah/Unit Ketta Perangkat
Daerah tidak dapat diberikan.

Ketentuan sebagailrlana dilnaksud pada ttat(1)dikeCualikan apabila
kegiatan  pada  PeFangkat  Daerah/Unit  Ketta  mengikutsertakan
Perangkat Daerah laln dan/atau lnstansi Vertikal dan/attu kegiatan
yang men■iliki dasar hukum sesuai dengan peraturan perundang―
undangan,maka honorariunl kegiatan tetap diberikan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN― LAIN
Pasa1 28

Pega、vai di、Ⅳalibkan llrlengikuti apel gabungan pada hari Senin,upacara
Hari Kesadaran Nasional dan upacara hari besar nasiotta1/te,鑢 entu.

Pencatatan kchadiran pega、 vai sebagairnana dilnaksud pada ayat(1)
dilakukan deFlgan rnengisi daftar hadir manual dan daFtar hadir
elektronik/aplikasi absensi mobile,

Pega、ral yang tidak l■ elaksanakan kepatuhan Laporarl Harta Kekttaan
Penyelenggara Negara(LHKPN),Barang]Ⅵ llik Daerah(BMD),Tuntutan
Perbendaharaan―Tuntutan Ganti Rugi(TP― TGR)dも atuhi Sattksi berupa
penundaan pembayaran TPP sampai dengan keuraiiban pelaporan dan
penyelesaian LHKPN,BMD,TP― TGR terpenuhi sesuai dengal■ peraturan
perundang― undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasa1 29

Pelaksanaan laporan kinetta pega、 vai lnelalui aplikasi e― Kinetta paling
lama 6(enam)bulan Saak Peraturan Bupatiini diundangkan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturall■  Bupati
Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tttbahan Penghasilan Pegawai Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
sebagaiFnana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 7 Tahun
2018(Berita Daerah Kabupattn Langkat Tahun 2018 Nomor 7)tentang
Perubahan Atas Peraturall■  Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2017

(2)

2)

(3)

１
■

(2)
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(Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2017 Nomor 39)tentang
Tambahan hnghasilan Pega、 vai Bagi Pega、 rai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kttbupaten Langkat,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa1 30

Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rneme五ntahkan pengundangan Peraturan
Bupatiini dengan penellnpatannya dalarrI Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tangga1  3o-3- 2019

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tangga1 3o-3-    2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KrtBUPAttN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR 3F

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEP IAN UM,

ALI GAN
NIP.1 2002121005
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Lampiran I Peraturan Bupati Langkat
Nomor   :   らS  Tahun 2019
Tanggal  : 30-6-  2019
Tentang  : Tambahan Penghasilan Pega、 、rai Bagi

Peganrai Nege五 Sipll di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Langkat

BESARAN TPP BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

NO PERANGKAT DAERAH/」 ABATAN BESARAN TPP
(Rp.)

A. Peiabat Struktural dan Staf pada Sekretariat Daerah
l  Sekda(Es,H/a〕 50.000.000
2  Asisten fEs.H/b) 25,000.000
3  Staf AhlifEs.H/b) 17.000.000
4  Kabag.(Es.II1/a) 10.000.000
5  KasubbaR(Es,IV/a) 4.000.000
6  Staf 1.600.000

Aiudan Bupati 3.000,000
Aiudan Wakil Bupati 3.000.000

- Aiudan Sekretaris Daerah 3.000.000
―  Staf Adnlinistrasi Bupati 2.000.000
―  Staf Administrasi nFakil Bupati 2.000。 000

Staf Administrasi Sekretaris Daerah 2.000,000
Staf Administrasi Asisten 2.000.000
―  Staf Adnlinistrasi Staf Ahli 2.000.000

B. Pttabat struktural pada BPKAD,INSPEKTORAT,
BAPENDA,BAPPEDA,BKD
Ka.Badan/1nspektur fEs.H/b) 15,000,000

2  Sekretaris fEs.H1/a) 8.000.000
3 Inspektur Pembantu (Es. III/a) 8.000.000
4  Kabid(Kepala Bidan質〕Es.II1/b 7.000.000
5  Kao Seksis Ka.Subbagn Kasubid fEs.IV/a) 4.000.000
6  Staf 2.000.000

C. PQiabat struktural pada Sekreta五 at DPRD
l  SekretaFiS DPRD{Es.I1/b) 13.000,000
2  Kepala Battian(Es.II1/a) 7.500.000
3  Kasuba質 (Es.IV/a) 3.750.000
4  Aiudan Plimpinan DPRD 3.000.000
5  Staf 1.600.000

D. Pttabat struktural pada Dinas/Badan/Kantor dan
Staf
1 Ka. Badan/Ka. Dinas/Ka. Kantor 12.000.000
2  Sekretaris(Es.H1/a) 7.000.000
4  Kabid(Kepala Bidan真 )Es.II1/b 6.000.000
5  Ka.Seksi,Ka.Subbag,Kasubid(Es.IV/a) 3.000.000
6 Ka.UPT(Es.IV/al 3.000,000
7  Kao Subbag(Es.IV.b〕 2.500,000
8  Staf 1.600.000

E. Pejabat Struktural pada UPT Rumah Sakit Urnum
Daerah Taniuns Pura dan Staf
l  Dircktur fSetara Es.II1/a) 7.000,000
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2  Kaba貞 =Kabid(Es.Ili/b) 6.◎◎0.◎ 00
3  Ka,Sektti,Ka,Subba魔 (Es.III‐ /bl 2.50◎ .00③

F. Pttabat stξ ttktullal pada Kecamatan dan Puskesmas
Ka.Kecalttatarl iEs,II1/al 10.000.OOO
2  Sekcam 〔Es,I11/毎 | 5,60◎ .①00
3 Kasi. Ke*amatan {f;s. lV/a} 3,○00`000
4  Lurah(Es.IV/a) 3.000,多 ◇◎
5  Ka.UPT Puskesttas iSetara Es.IV〆 a) 3.00● .000
6  Kasttbag UmuFr.fEs.IV/bl 2.500.000
7  Sekretaris Lurah〔Es.IVノ b) 2.500,① OO
8  Kasi.Keluraha途 〔E議 .IV/bl 2.500.OO●
9  Paralnetlis/Asisten Apoteker/Staf 1.6fil◎ .00◎

10 Staf Kecamatan 1.600,00學
1l Staf 1.600.000

G. Tamballan Per3ghasilatt BerdasaFkan KelangkaaIII
Profesl

l  Doktel・ Spesialis 3.500、 OO◇

2 Dokter Urnum 2.500.◎○○
3  Dokter Gigi 2、 500,OOO
4 Dokter I-{ex,an 2,000.00⑬
5 Apoteker 2.〇◎0.0◇○

6  Perawat Ruan麗 Operasi l,750.0参○
7 Petugas X-Rav 1,750.00◇
I tretugas Kamar l\,Javat 1,75◎ .OOO

H. Talllbahan Pentthasttan Berdasarkal■ Proた si
Auclil.*r:

唾 ―
・
豊王3黎pll

1 ,,luclrtor Pelaksana 2.200.OOO
2  Auditor pelaksana Larl:utan 3.000.OO幸
3 Auditor Penvelia 3.8Φ O.ΦOO
Tingkat Ahli

l  Allditor Ahli Pertarp_a 3.000.00●
2  Auditor Ah]i Mt■ da 4.OOO.00◎
3  Auditor Ahli Nlaclva 6.000.COO

I Pttabat urusan Pettyelenggaraan Peme羹 ntah Daerah
〔P2UPD)
l   PenHattFaS Pemerintahan Pertama 3.000.○◎Φ

?  Pettga、 vas Pemel‐intahan卜lllda 4.000`00◎

豊   engaヽVas IDemerilitahan]vladya 6.O③◎、OOO

$alinan sesuai dengan Astinya

ALIⅣ [

NIP.1 08032002121005

BUPzへTI LヽNGXAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

KUM,
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Lampiran II Peraturan Bupati Langkat
Nomor   :    3g  Tahun 2019
Tarlggal  i 3o_3- 2019
TeFltang : Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi

Pegattrai Nege五 Sipil di Lingkungan
Pemeintah Kabupaten Larlgkat

CONTOH FORMAT LAPORAN lGNERJA PEGAWAI

FORMAT LAPORAN KINERJA PEGAWAI
BULAN.…………….TAHUN。……..… …・

Mengetahui,
Stabat,
Yang membuat laporan,

(Atasan pegawai yang bersangkutan) {Pegawai y arrg bersangkutan)

Salinan sesucti dengan Aslinya

BAGI HUKUM, BUPATI LANGKAT,

ALI TARIGAN

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN
NIP。 1 7308032002121005

NAMA NIP
JABATAN UNIT KERJA
NO URAIAN KEGIATAN VOLUME KETERANGAN
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Lampiran IV Pcraturan Bupati Langkat
Nomor   i    35  Tahun 2019
Tanggal  : 30-8- 2019
Tentang  : Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi

Pega、rai Negett Sipil di Lingkungan

hmerintah Kabupaten Langkat

PERSENTASE PEMOTONGAN TPP
BAGI PEGAWAIYANG PULANG CEPAT
DAN/AT_AU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

TINGKAT PULANG
CEPAT(PCt

WAKTU TERLAMBAT PERSENTASE
PEMOTONGAN

PCl ≦60卜4enit
O o/o

{apabila memperoleh
izin pulang cepat)

PC2 ≦601疑enit

4,5 "h
(apabila tidak

memperoleh izin pulang
cepat)

PC3 ≧6 1 ⅣIenit s.d≦ 120
Menit

1 a/o

(apabiia tidak
memperoleh izin pulang

cepat)

PC4
> 121 Menit dan/atau
tidak mengisi daftar
hadir pulans bekeria

1,5%

Salinan sesuai dellgan Aslinya

KUM,

21◇05

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN
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Lampiran V Peraturan Bupati Langkat
Nomor : )s Tahun 2Al9
Tanggal 1 zo-a- 2AL9
Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi

Pegarvai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Langkat

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG」 AWAB MUTLAK

Sehubungan dengan Surat Pernlintaan Pembttaran Langsung(SPP― LS)dengan

SPM No.… ……….tanggal.……….yallg karrli alukan sebesar Rp..… ……。(terbilang… ...)

karnllnenyatakan dengan sebenarnya bahⅥ ra:

Seluruh junllah uang tersebut akan digunakan untuk keperluan

kegiatan seperti tersebut di atas dengan seben鍼 ―benarnya.

Seluruh jun■ lah uang tersebut tidak akan karni gunakan untuk

keperluan lain selain kegiatan tersebut di atas.

Bila tettadi penyilnpangan dari kegiatan tersebut di atas karni akan

bertanggungia、 vab.

Denlikian Surat Pernyataan Tanggung 」a、vab ini dibuat untuk melengkapi

persyaratan pengttuan SPP― LS dan Penerbitan SP2D.

Atas perhatian dan ker3asallla Saudara,kanli ucapkan terilTla kasih.

Stabat

Kepala Unit Ketta

NIP.

sesuai den Aslinya

BAG HUKUM, BUPATI ttNGKAT,

ALI TARIGAN
308032002121005

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

１

■

2.

3.

Salinan

NIP.



-24‐

Lampiran VI Peraturan Bupati Langkat
Nomor  :   劉F  Tahun 2019
Tanggal  i  つ -8- 2019
Tentang : Tambahan Penghasilan Pegalvai Bagi

Pegabrai Negeri Sipll di Lingkungan
Pernerintah Kabupaten Langkat

DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
SEKRETARIAT/BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN/KECAMATAN/KELURAHAN

BULAN
KODE REKENING

ALIM RIGAN

Mengetahui
KEPALA

(..................)
NIP.

Aslinya

Stabat,
BENDAHARA PENGELUARAN
Perangkat Daerah

(… … … … … … … … … … … ・ )

NIP.

HUKUM, BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

No NAMA NIP NPWP GOL. 」ABATAN
KEHADIRAN
(Rp)

LAPORAN
KINERJA
fRp)

」UMLAH
TPP(Rp)

PPh Pasa1 21
(Final)

」UMLAH
DITERIMA
fRp.)

TANDA
TANGAN

15ツ6 596

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13
l

2
3

Salinan sesuai

NIP。 1 200212 1005







‐27-

Lampiran IX Peraturan Bupati Langkat
Nomor   :    3s  Tahun 2019
Tanggal  :   3。-3- 2019

Tentang  : Tambahan Penghasilan Pega、 、rai Bagi

Pegaゝrai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerlrltah Kabupaten Langkat

FORMAT PERMOHONAN

Hal  :Perrnohontt lzin

(… … … … … … … … … … … ・ )

NIP.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN KUM,

ALIMパ GAN

IZIN TIDAK MASUK KERJA

Stabat,
Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di

(……………………………`}
NIP.

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Yang bertanda"

Nama
NIP
Pangkat/Gol.Ruang
Jabatan
Unit Kerja
Alamat

tangan di bawah ini, saya :

Dengan ini mengajukan permohonan lzin Tidak Masuk Kerja,
untuk:

Hari
Tanggal
Lama
Keperluan
Alamat selama izin

DeJIIlikian pe■ ■■■ohonan ini stta sarnpaikan untuk dapat diinaklunli
dan atas izin yang dibe五kan saya ucapkan terilnakasih.

Menyetujui,
Atasan Langsung

Yang Mengajukan lzin,

NIP.19 2002 121005
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Lampiran X Peraturan Bupati Langkat
Nolnor   :     3S Tahun 2019
Tanggal  :  3ο 8́- 2019
Tentang  : Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi

Pegawai Nege五 Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Langkat

FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN PEMBERITAHUAN IZIN

BERITA ACARA PENERIMAAN PEMBERITAHUAN IZIN

Yang bertanda tangan di ba、 vah ini,saya:

Nama            :
NIP             :
Pangkat/Gol.Ruang  :
」abatan            :
Unit Ketta        :
Alamat             i

pada hari ini .… …………...・・ tanggal .… ………………・ bulalll .… ………………・ tahun
pukul telah menerima informasi

(smslwa/telepon) / titip pesan Permohonan Izin Puiang Cepat I lzin
Tidak Masuk Kerja.), atas :

′
⌒

ノ
か ヽ

Nama
NIP
PangkatlGol. Ruang
Jabatan
Unit Kerja
Alamat
dengan isi berita

Hari
Tanggal
Lama
Keperluan
Alamat selama izin

Permohonan Izin Pulang Cepat / Izin Tidak
Masuk Kerja.), pad,a :

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan
sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengelola Kepegawaian,

(..................)
NIP.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEP UM, BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN
08032002121005


